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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana adalah “untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan”.38
Tujuan hukuman dalam hukum positif pada dasarnya yaitu : 

Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.39
Penjatuhan hukuman, khususnya di Indonesia pada saat ini adalah rasa keadilan untuk masyarakat, perlindungan untuk masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Hukuman yang dijatuhkan juga harus sesuai dengan besarnya kesalahan yang dibuat pelaku. Dapat  disimpulkan bahwa tujuan hukuman itu mempunyai dua fungsi, yaitu : 

Fungsi moral yang diwujudkan dalam bentuk pemuasan perasaan masyarakat untuk menjamin ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. 

Fungsi sosial yang diwujudkan dalam usaha agar pelaku tindak pidana tidak melakukannya lagi.40
Andi Hamzah dan Siti Rahayu menyebutkan tujuan hukuman yaitu “untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak berbuat kejahatan”.41 Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

            Titel II Buku I KUHPidana yang berjudul ‘hukuman’ (straffen), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia. Sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHPidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 (tiga) macam hukuman tambahan, yaitu:

Hukuman pokok, terdiri dari:

Hukuman mati.

Hukuman penjara.

Hukuman kurungan.

Denda.

Hukuman tambahan, yaitu:

Pencabutan hak-hak tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu.

Pengumuman putusan hakim.

           Susunan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHPidana itu ditinjau, maka hukuman-hukuman itu dapat diperinci lagi dalam :

Hukuman mati.

Hukuman terhadap kebebasan yang berupa:

Hukuman penjara:

Seumur hidup.
Sementara (tijdelijk).

Hukuman kurungan.

Vermogensstraffen yaitu hukuman terhadap harta kekayaan berupa:

Denda.

Perampasan terhadap benda (kekayaan).

Erestraffen yaitu hukuman terhadap kehormatan, berupa pencabutan terhadap sesuatu hak.

Pengaturan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (verdoovende Middelen Ordonantie, Stb 1927 No. 278 jo No 536) lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan narkoba tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan narkoba itu sendiri yaitu untuk kepentingan penelitian dan kepentingan medis, narkoba memang legal. Namun menjadi ilegal jika diluar kepentingan tersebut. Atas alasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap maka para produsen dan pengedar narkoba diseret ke pengadilan untuk dijatuhi pidana.

Adanya beragam jenis sanksi hukum terhadap penyalahguna atau kejahatan narkotika sangat terkait dengan golongan narkotika. Adapun yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman tindak pidana narkotika adalah beragam, pidana penjara, denda dan hukuman mati. Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalahguna narkotika Golongan I, II maupun III yang digunakan diri sendiri (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan penyahguna narkotika yang dapat dikenai hukuman mati adalah penyalahguna golongan I dan II untuk kepentingan selain diri sendiri.

Kasus penyalahgunaan narkotika, hukuman yang dijatuhkan hakim merupakan hukuman yang bersifat hukuman badan, artinya suatu hukuman yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati dan hukuman. Hukuman mati dirasa perlu ditegaskan kepada pelaku  penyalahgunaan narkotika. Hal ini dianggap harus ditegaskan karena dampak dari pengguna narkotika yang berlebihan akan merugikan pengguna bahkan akan menyebabkan akibat yang fatal. Tujuan sanksi pidana mati adalah sebagai pencegahan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana dan membebaskan negara dari pengaruh narkotika. 

Ketentuan mengenai sanksi pidana mati disebutkan dalam Bab XII Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, yaitu sebagai berikut:

Pasal 113 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 :

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 :

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144 :

setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidal berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Urgensi Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah menyerang berbagai lapisan masyarakat, dan yang lebih mengkhawatirkan penyalahgunaan narkoba tertinggi justru terjadi pada kelompok para pekerja produktif, pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi bangsa untuk masa depan Indonesia. Fakta penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan apalagi banyak peredaran narkoba yang dikendalikan dari napi yang ada di lembaga pemasyarakatan (lapas). Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika tersebut.

Di negera-negara dimana penerapan hukuman mati masih dimungkinkan demi hukum, gerakan sosial politik untuk penghapusan pidana mati banyak pula diperjuangkan oleh lembaga lembaga advokasi Hak Asasi Manusia. Para Human Rights Defenders ini menggolongkan hukuman mati sebagai pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia yang bernilai universal yang mana hak-hak kodrati manusia juga untuk hidup tidaklah boleh dirampas dan tidak bisa dicabut oleh kekuasaan politik manapun juga.

Disisi lain hukuman mati dapat menjadi jawaban dari sejumlah kejahatan kategori berat, diantaranya narkotika dan psikotropika dengan harapan ke depan tidak ada yang mengulangi kejahatan tersebut. Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD '45, Pasal 28 ayat (1), menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.Alasan atas dilakukannya hukuman mati adalah pencegahan pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati ini memberi efek jera bagi orang-orang lain yang mengetahuinya dan agar tidak terulang lagi karena takut akan hukuman. Selain itu masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

Indonesia sebagai negara hukum, berdiri berdasarkan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa. Batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan yang telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan akan hukuman tersebut. 

KUHP mengenal dua macam hukuman yaitu hukuman badan dan hukuman pembayaran sejumlah uang. Hukuman badan berupa hukuman mati atau hukuman penjara dan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman pembayaran sejumlah uang berupa hukuman denda dan hukuman membayar biaya perkara. Dari jenis-jenis hukuman badan tersebut, hukuman terberat adalah hukuman mati. 

Seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati akan dilaksanakan dengan menghilangkan nyawa terpidana. Berbagai cara eksekusi hukuman mati dilakukan dengan memenggal kepala, digantung, disetrum, dan ditembak, sedangkan negara kita menganut pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak mati. Sampai sekarang hukuman mati masih memegang peranan penting karena selain di KUHP, di luar KUHP juga menganut ancaman hukuman mati bagi para pelanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati masih dipandang sebagai obat yang mujarab yang berdampak pada pencegahan kejahatan karena dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 2 Pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. 

Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari penghamba Hak Asasi Manusia, oleh karena Indonesia masih mencantumkan pasal-pasal tentang pidana mati dalam produk peraturan perundang-undangannya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap pidana mati.42
Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati adalah :

Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.

Sebagai Perwujudan pembalasan.

Jika seorang penjahat besar yang dimasukan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.

Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.

Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.43
Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. “Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil”.44
Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa pelaku adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk membinasakan.

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya.

Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain :

Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim colonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim orde baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lwan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.

Upaya menerbitkan beberapa katentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkotika.

Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.45
Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. 

Setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.46
Keputusan Presiden menolak grasi dari terpidana mati menjadi dasar dan bagian dari proses hukuman eksekusi hukuman mati. Konsistensi hukuman mati dalam kasus narkoba diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dukungan terhadap hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera bagi pengedar nasional dan internasional. Hukuman mati ini sangat relevan dengan situasi darurat narkotika saat ini, meskipun masih ada perdebatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; 

Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidanaberkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; 

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; 

Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.47
Putusan Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda yang akan datang.Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena “ hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pemberian sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah amat cukup jelas bahwa pidana mati adalah jalan akhir karna dalam penerapannya sangksi pidana mati amat sangat menakutkan bagi siapapun, dengan tujuan memberi efek jera pada si calon pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin bernasip sama pada terpidana mati lainnya.

Pidana mati sangat pantas dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan disini banyak kategorinya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahgunaan tersebut meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ancamanya adalah hukuman mati.  Hukuman pidana mati ini dikenakan ketika bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

UU Narkotika dan UU Psikotropika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1997) untuk “pengedar” dikenal adanya dua sistem perumusan jenis sanksi pidana  (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan komulatif antara pidana penjara dan  pidana denda dan sistem perumusan komulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dalam Undang-Undang Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua sentence system.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantunagan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun disisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.49
Pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, maka secara sistematis dpat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa pengetahuan dan pengawasan dokter. Praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana adalah wajar, apabila pengedar dijatuhi pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika pengedar diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan denda. Pada hakikatnya,penerapan sanksi pidana untuk pengedar narkotika relatif diperlukan.50
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemerintah memberi batasan berat narkotika yang dapat di pidana hukuman mati (khusus bagi Bandar narkotika) yaitu Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dalam hal perbuatan  memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau mlebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimaima dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat daripadanya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga milyaran rupiah.

Sesuai dengan pasal tersebut, maka sebenarnya pidana mati bisa saja diberikan bagi pelaku dalam tindak pidana narkotika namun dalam batasan dan kriteria tertentu sesuai ketentuan undang-undang narkotika. Undang-undang ini adalah sebagai penyempurna dari Undang-undang sebelumnnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor  9 tahun 1976.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi dua yaitu pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113. 114, 119 dan 129) dan untuk status pengguna narkotika dibedakan menjadi dua yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain dan untuk dirinya sendiri (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Penggunaan narkotika untuk dirinya maksudnya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian mengalami ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosialdan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi menjadi empat yaitu pengolah, pembawa, pengantar dan pengedar.

Berdasarkan dari uraian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan sanksi pidana mati sebagai sanksi hukuman yang maksimal karena dampaknya sangat merugikan negara terlebih individu sendiri. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. 

Penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus dalam KUHP memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Hukuman mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu, sangatlah tepat jika menetapkan hukuman mati bagi produsen atau pengedar narkotika, kedua jarimah ini sangatlah membahayakan manusia. Sehingga mampu memberikan rasa keadilan kepada semuanya, menjaga keamanan manusia dimuka bumi serta menjaga agar tidak terjadi teror di masyarakat dan teror yang membahayakan negara.

Hukuman mati dalam Islam disebut qishas. Qishash adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama yaitu kalau dengan cara pendidikan tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah membahayakan bagi masyarakat hukuman ta’zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Dalam Islam, ada beberapa tujuan diberlakukannya sanksi ta’zir yaitu sebagai Preventif (pencegahan), ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan qishash, Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan qishash dikemudian hari, Kuratif (islah), ta’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari, Edukasi (pendidikan), diharapkan dapat merubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta’zir, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadi penyahgunaan narkotika yang merugikan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamaan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usah-usaha dan tindakan-tindakan berikut:

Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual atau pengedar atau penyelundup bahan-bahan narkotika sampai dengan hukuman mati.

Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintahan sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkotika agar di salahgunakan

Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berar terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.

Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

Mengenai ketentuan pidana bagi pengedar narkotika dimasukan kedalam jarimah ta’zir penguasa (ulil amri) yang merupakan jarimah ta’zir yang dijatuhkan oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan hakim. Hukuman ta’zir tersebut dijatuhkan apabila perbuatan jarimah dikerjakan akan merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Prinsip penjatuhan ta’zir, terutama yang berkaitan dengan ta’zir yang menjadi wewenang penuh ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. 

Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesui dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sanksi pidana mati bagi pengedar narkotika merupakan pemberatan pemidanaan yang dilakukan kepada kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang teroganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa. Maka hukuman beratpun dapat dijatuhkan jika dirasa sesuai dengan kebutuhan saat ini, sekalipun hukuman mati terhadap pelaku narkotika. Mengapa hukuman mati dirasa perlu di jatuhkan terrhadap pengedar narkotika, karena narkotika dampaknya sangat luas dan dapat merugikan kepentingan dan ketertiban umum. ada beberapa factor yang bisa mempengaruhinya. 

Abdul Qadir Audah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir mengatakan bahwa prinsip hukum dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua (2) prinsip pokok, yaitu :

Menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana.

Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.

Narkoba dalam hukum Islam adalah bagian dari khamar, meskipun status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak di sebutkan secara langsung baik dalam al-Qur’an maupun hadist, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw, namun demikian ulama telah sepakat, bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani manusia melebihi khamar.menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada khamr pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamar yaitu haram, karena dapat merusak akal.

Adapun tujuan dari hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa,harta maupun kehormatan.

Hukuman mati dalam hukum Islam terdapat 3 kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk hudud, qishash dan ta’zir. Dalam bentuk hudud, berupa rajam dan hukum bunuh. Dalam bentuk qishash, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk ta’zir, berupa al-qatlu al-siyasi hukuman mati yang bentuknya disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa.

Pidana ta’zir, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Hukuman mati dalam ta’zir diatur dalam nash al-Quran dan Hadis, namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, kadar hukumnya tidak dibatasi. Misalnya hukuman mati bagi mata-mata spionase, residivis, pengedar narkoba, ataupun koruptor.

Kebanyakan Fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap khamr termasuk narkotika karena sifanya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama’ mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapattadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama’ Malikiyah Hanafi. 

Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkotika adalah: Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkotika, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkotika telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman qisash MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi jera dan demi kemaslahatan Bersama.

Kemudian lebih lanjut al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadist menyebutkan pengharaman khamr, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkotika  tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain :

Pertimbangan dalil hukum Keberadaan narkotika tidak ada di dalam AlQur’an maupun hadits yang mengaturnya, walaupun tidak ada yang mengaturnya berdasarkan dalil-dalil di bawah ini: Narkotika dapat membahayakan kesehatan dampak dari mengkonsumsi narkotika ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di dunia ini.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan “Pada hakekatnya hukum Islam itu sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bersikap tindak di atas dunia ini. Hukum Islam sebagai pedoman hidup berisikan larangan dan perintah bagi umatnya, sebenarnya larangan yang diatur dalam hukum Islam merupakan upaya preventif agar umat Islam terhindar dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain”. Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mengkonsumsi narkotika tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan merugikan bagi orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Sedangkan dalam ajaran Islam mengutamakan untuk kemaslahatan bagi umatnya.

Islam tidak menghendaki kemudharatan “Dalam ajaran Islam senantiasa memperingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk perbuatan, perilaku yang dilarang dan mendatangkan kemudharatan. Seperti mengkonsumsi narkotika hal ini merupakan bentuk kemudharatan, dimana dampak dari narkotika ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mendatangkan kematian jika dikonsumsi terus menerus”

Analisis Islam meletakkan hukum tersebut sebagai usaha untuk mengikis habis sampai keakar-akarnya, sehingga dengan diberatasnya kejahatan pengedaran narkotika sehingga masyarakat, terutama kalangan generasi muda akan terhindar dari perbuatan yang membahayakan kesehatan bahkan kematian. Berbagai pihak dikerahkan untuk dapat menerapkan undang-undang narkotika ini secara konsekuen, sebab bila suatu undang-undang yang telah ditetapkan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan bermunculan berbagai pelanggaran, dan para pelanggar akan mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan, dan diberlakukan di seluruh wilayah negara,bahkan pelakunya tidak jera. Hari ini ditangkap dan diadili, besok muncul lagi yang baru, begitulah seterusnya tanpa adanya rasa takut untuk melanggar.

Pertimbangan-pertimbangan menyangkut pencegahan, baik pelanggaran khusus, maupun pelanggaran potensial yang lain dan perbaikan pelanggaran melalui hukuman didasarkan pada asumsi tertentu yang menyangkut pola-pola dan motivasi perilaku manusia. Namun keputusan penerapan hukuman tertentu, terhadap suatu pelanggaran yang ada, bahkan bila dijustifikasikan sebagai pencegahan atau perbaikan, didasarkan pada pertimbangan nilai yang berlebihan, atau tidak tepatnya pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, ketidakpantasan yang berlebihan suatu hukuman yang ada dapat menghilangkan nilai pencegahannya, atau hilang potensi untuk memperbaiki, dan oleh karena itu mengantarkan kearah perbaikannya”.

Kurang efektifnya penegakan hukum selama ini, membuat peredaran penyalahgunaan narkotika tetap berlangsung, walapun dengan adanya peredaran penyalahgunaan narkotika sedikit berkurang, dan upaya penegakan hukum akan tetap dilaksanakan demi terhapusnya peredaran penyalahgunaan narkotika. Ajaran Islam jelas melarang seseorang mencari penghidupan dengan jalan yang tidak diridhoi Allah SWT yaitu menjual barang yang membahayakan kesehatan, sehingga sesuatu yang diperoleh dari usaha-usaha yang di dapat dari hasil menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bila dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah tidak akan mendapat pahala.

Masalah penegakkan hukum peredaran penyalahgunaan narkotika yang sudah menjadi komitmen nasional dan masalah global, sehingga perlu diantisipasi karena masalah ini menyangkut berbagai pihak dan melibatkan banyak orang. Dengan demikian masalah peredaran narkotika merupakan masalah penting, karena selain menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga dapat berhubung menjadi isu politik jika pelakunya menyangkut warga Negara asing, seperti kelompok pengedar narkotika Bali Nine.

Berkenaan dengan penerapan hukuman mati terhadap terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama terpidana mati kasus narkotika, akan penulis kemukakan beberapa pandangan masyarakat Bengkulu, seperti pemuka agama, pemuka masyarakat, kalangan mahasiswa dan remaja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pemuka agama dan pemuka masyarakat, diketahui bahwa mereka sangat mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan hukuman mati bagi para pengedar dan Bandar narkotika.

Alasan mendukung penerapan hukum mati tersebut, disebabkan disamping dampak mengkonsumsi narkotika sangat membahayakan bagi kesehatan mausia, seperti terjadi gangguan dan kerusakan organ tubuh (jantung, hati, ginjal), syaraf dan otak, bahkan telah banyak korbannya meninggal dunia. Disamping itu juga mereka menyorotinya dari tinjauan hukum Islam terutama oleh pemuka agama, bahwa dalam ajaran Islam pada umumnya mengajarkan tentang kebaikan dan menghindari segala sesuatu yang mengandung kemudharatan, dengan perkataan lain ajaran Islam bertujuan utuk mengantisipasi umatnya mencelakakan atau menzalimi dirinya dan orang lain.

Sebagain korban pengguna narkotika itu telah banyak yang meninggal dunia, jadi secara tidak langsung pengedar dan bandar narkotika itu telah membunuh orang lain, maka mereka juga dikenakan perbuatan yang sama, yaitu jika membunuh ia juga harus dibunuh hal ini dikenal dengan istilah qishash.

Sejalan dengan paparan yang peneliti jelaskan diatas, dikonfirmasikan kepada beberapa orang mahasiswa tentang penerapan hukuman mati, mempunyai pendapat yang beragam sebagian dari mahasiswa tersebut menyetujui kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh beberapa pengadilan negeri di Indonesia tentang penerapan hukuman mati, bagi pelaku atau pengedar narkotika.

Fuqoha hanafiyah dan malikiyah memperbolehkan hukuman ta’zir itu sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat. Artinya, jika memang hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan jenis kejahatan yang di lakukan di dalamnya memang ancaman hukumannya adalah hukuman bunuh, seperti dalam kasus si pelaku berulang kali melakukaannya atau mencandu minuman keras dan narkoba, biasa dan selalu melakukan tindak kriminal atau perilaku menyimpang berupa melakukan hubungan seks dengan sesama dengan sesama jenis, atau pembunuhan dengan batu, tongkat atau kayu.

Dari uraian pembahasan di atas mengenai narkotika dan segala aspek didalamnya yang telah dideskripsikan, di analisa mulai dari pengertian narkotika, status hukum narkotika, ketentuan pidana bagi pengedar narkotika sampai dengan hukuman mati bagi pengedar narkotika, maka dapat ditemukan persamaan dan perbedaan mengenai konsep dari pembahsan tersebut, yaitu:

Persamaan

Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dihukumi haram dan dilarang karena di dalamnya terdapat dampak yang sangat luas baik dari segi kesehatan, sosial, merusak moral dan mental seseorang, dan biang dari semua kejahatan. Mudharat yang ditimbulkannya lebih besar dari pada manfaatnya bahkan hampir tidak ada manfaat yang diperoleh.
Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat ketentuan pidana "maksimum khusus", yaitu dalam hukum Islam adalah hukuman ta’zir dengan hukuman mati, dan didalam UU yaitu pidana mati.

Dalam hukum Islam hukuman mati merupakan hukuman pengecualian, hukuman mati merupakan hukuman yang apabila aturan hukum sebelumnya sudah tidak efektif lagi diterapkan atau tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan juga merupakan hukuman yang bersifat khusus atau alternative

Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkotika timbul atas kebijaksanaan dan otoritas hakim, melalui pertimbangan-pertimbangan hakim.

Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam hukuman mati terhadap pengedar narkotika mengesampingkan hak asasi terpidana guna menjaga kemaslahatan hidup manusia, yang mana dalam UU lebih mengedepankan kepentingan umum serta menggunakan azaz lex spesialis derogate lex generalis (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum) dalam menerapkan undang-undang. Sebagaimana hukum Islam bahwa untuk tujuan kemaslahatan umat manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) hak hidup terpidana dapat dikesampingkan. hukum Islam maupung UU memandang bahwa hukuman mati terhadapa tindak pidana narkotika dapat diterapkan sebagai salah satu produk hukum dalam system hukum bagi pelaku kejahatan narkotika.

Hukum Islam maupun hukum positif sepakat untuk menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkotika, karena penyalahgunaan narkotika pada tingkat pengedar memang menghawatirkan dan lebih bahaya dari pemakai narkotika. Korban yang ditimbulkan dari peredaran narkotika bisa merenggut pemakai, pembuat, kurir, pengedarnya sendiri dan lain-lain. Serta dilihat dari fakta pidana yang dijatuhkan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera, jadi hukuman mati diterapkan agar penyalahgunaan narkotika menurun dan dapat menakut-nakuti para pelaku kejahatan terutama kejahatan narkotika.

Perbedaan :

Dasar penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam menggunakan Sumber Utama hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunah, serta Ijtihad para Ulama’ yang mangqiyaskan narkotika dengan khamar melalui dalil-dalil yang qath’i. Sedangkan undang-undang perepan hukuman mati didasarkan pada Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam hukum Isalm tidak ada istilah narkotika yang kemudian ulama fiqh menganalogikan narkotika dengan khmar, karena ciri-ciri dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sama dengan akibat khamar yaitu memabukan dan membuat lemah. Sehingga penetapan hukum narkotika disamakan dengan khamar, yang mana  peminum khamar dapat dihukum mati melalui ijtihad berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Penerapan pidana mati terhadap kejahatan narkotika adalah pendapat dan kesepakatan Jamhur Ulama. Sehingga belum ada kepastian hukum seperti adanya nash sebagai dasar hukum tertinggi dalam hukum Islam. Sedangkan dalam undang-undang narkotika selalu berubah menyesuaikan kebutuhan dalam rangka menetapkan jenis-jenis narkotika dan jenis-jenis pidana narkotika yang diancam dengan hukuman mati yang dijadikan pedoman hakim dalam memberikan hukuman terpidana hukuman mati. Sehingga sudah adanya kepastian hukum dalam undang-undang.

Dalam menetapkan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam di indonesia bersumber dari fatwa MUI :

Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual atau pengedar atau penyelundup bahan-bahan narkotika sampai dengan hukuman mati.

Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkotika agar tidak disalahgunakan.

Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.

Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. hukum positif dari segi metode penerapan hukuman mati pada tindak pidana narkotika menggunakan metode yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam hukum Islam penerapan pidana mati dikenakan bagi peminum khamar apabila pelaku tersebut mengulangi kesalahannya kembali. Sedangkan dalam hukum positif penerapan hukuman mati dikenakan bagi pengedar narkotika dengan ketentuan jenis narkotika dan ukuran narkotika yang di edarkan.
Dari uraian di atas sudah dijelaskan bahwasanya narkoba mempunyai dampak yang sangat membahayakan bagi kalangsungan hidup manusia baik jiwa, akal, dan harta bendanya. Sedangkan tujuan syariat Islam dan undang undang ialah memelihara kehidupan manusia. Berdasarkan uraian di atas mengedarkan narkoba sama halnya menghancurkan dan mematikan kehidupan manusia secara massal. Dengan demikian untuk mencegah pembunuhan secara massal hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah sangat relevan menurut hukum Islam dan undang undang karena dalam Islam ada hukum qishah yaitu pembalasan yang setimpal. Jadi pengedar narkoba dihukum mati dalam Islam hal itu disamakan dengan hukum qishas. Maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan dihukum mati sekalipun. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu: “menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan“.

Kaidah ini merupakan upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya akan mendapat kemaslahatan, kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian hukuman mati bagi pengedar narkoba sangat dibenarkan menurut Islam dan undang undang karena mengingat dampaknya yang sangat berbahaya terutama bagi generasi muda yang menjadi tonggak pembangunan negeri ini di masa mendatang.
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